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Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Plt. Sekretaris Jenderal
Dengan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi
pada hasil, kami yang bertandatangan di bawabh ini:

Nama : Ainun Na'im

Jabatan : PIt. Sekretaris Jenderal

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Nadiem Anwar Makarim

Jabatan : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi
pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta,29 Januari 2021

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Plt. Sekretaris Jenderal

Nadiem Anwar Makarim Ainun Na'im
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Target Kinerja

# Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
Perjanjian
Kinerja 2021

1 [SP 1] Terwujudnya tata [IKP 1.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja BB
kelola Kemendikbud yang Kemendikbud
berkualitas
[IKP 1.2] Opini laporan keuangan Kemendikbud WTP
[IKP 1.3] Kategori capaian kinerja anggaran atas sangat baik

pelaksanaan RKA Kemendikbud

[IKP 1.4] Persentase Satker yang tertib pengelolaan 85
BMN

[IKP 1.5] Persentase Satker yang melaksanakan 85
pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement

[IKP 1.6] Persentase Satker yang 20
mengimplementasikan digitalisasi dokumen

[IKP 1.7] Indeks kepuasan pemangku kepentingan 85
terhadap pelayanan unit layanan terpadu

[IKP 1.8] Indeks efektifitas pengelolaan Dana 73
Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan

[IKP 1.9] Persentase anggaran transfer daerah 20
bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke
rekening sekolah

[IKP 1.10] Persentase pemanfaatan dan 4.87
pembelajaran berbasis TIK

[IKP 1.11] Persentase pendayagunaan dan 68.8
pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan

2 [SP 2] Meningkatnya [IKP 2.1] Persentase Satker di lingkungan 17
pelaksanaan reformasi Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-
birokrasi Kemendikbud WBK/WBBM
[IKP 2.2] Nilai PMPRB Kemendikbud 88
3 [SP 3] Meningkatnya [IKP 3.1] Persentase peserta didik berprestasi pada 76.78
prestasi peserta didik kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu,

tingkat internasional dan dan penghargaan lainnya)
prestasi satuan
pendidikan di tingkat
nasional dan
internasional

[IKP 3.2] Persentase satuan pendidikan berprestasi 50
pada kompetisi di tingkat nasional dan
internasional

Balai Catatan:

E‘f;.ft‘:ﬂ‘.?ﬂi 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

o



4  [SP 4] Meningkatnya [IKP 4.1] Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai 15
internalisasi nilai Pancasila
penguatan karakter

[IKP 4.2] Persentase tingkat pemahaman konsep 15
Merdeka Belajar

5 [SP 5] Meningkatnya [IKP 5.1] Persentase penerima bantuan 96.16
efektivitas layanan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran
pembiayaan pendidikan

6 [SP 6] Meningkatnya [IKP 6.1] Persentase film dan iklan film yang lulus 85
kualitas film dan iklan sensor tanpa revisi
film

7  [SP 7] Terwujudnya [IKP 7.1] Persentase tingkat keberhasilan budaya 70
budaya sensor mandiri sensor mandiri
sebagai gerakan nasional

8 [SP 8] Meningkatnya [IKP 8.1] Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 0.71
perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan SMA/SMK/sederajat 20%
jenjang pendidikan anak termiskin dan 20% terkaya
usia dini, pendidikan
dasar dan menengah
serta percepatan Wajib
Belajar 12 Tahun

9 [SP 9] Meningkatnya [IKP 9.1] Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 0.19
akses, kualitas jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20%
pembelajaran dan terkaya
relevansi pendidikan
tinggi
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No Kode Nama Kegiatan Alokasi
1 4465 Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah Rp. 9.869.575.809.000

2 4464 Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non Rp. 7.303.125.842.000

PNS
3 6393 Kebijakan Penguatan Karakter Rp. 88.064.388.000
4 6394 Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Rp. 300.085.053.000

untuk Pembelajaran

5 6395 Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan Kerja Rp. 35.707.559.000
Sama di Kawasan Asia Tenggara

6 6396 Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Rp. 296.091.758.000

Didik
7 4469 Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi Rp. 9.600.284.493.000
8 4472 Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Rp. 100.000.000.000
9 1981 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum Rp. 35.201.413.000
10 1982 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Rp. 41.924.661.000

Aparatur Sipil Negara

11 1983 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Rp. 147.752.847.000
Anggaran dan Barang Milik Negara

12 1984 Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Rp. 97.540.636.000
Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja

13 1985 Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Rp. 391.709.153.000
Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang
dan Jasa

14 1987 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Rp. 344.795.515.000
Kehumasan

15 1991 Penyediaan Data dan Statistik serta Pengembangan dan Rp. 258.419.247.000
Pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan
dan Kebudayaan

16 4079 Pengelolaan Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya Rp. 49.610.441.000
dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara

17 4265 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Rp. 24.625.694.000
Tata Laksana

18 4267 Pengelolaan Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan Rp. 14.620.078.000
dan Peserta Didik

19 4268 Pengelolaan Kebijakan Penguatan Karakter Rp. 13.806.564.000
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20 4269 Layanan Pembiayaan Pendidikan Rp. 177.222.063.000

21 5173 Peningkatan Sensor Film Rp. 43.368.996.000
22 5624 Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Rp. 108.132.964.000
23 6392 Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi Rp. 2.668.603.084.000
TOTAL Rp. 32.010.268.258.000
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